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Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
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5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin
oleh Menteri.

Pasal 2

Dalam memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan
penunjukan Presiden.
Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri.
Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam
memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.

(5) Ruang. ..
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(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), meliputi:

a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau
pelaksanaan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan; dan

b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian
kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3
Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur

pemimpin kementerian.

Pasal 4
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai
tugas menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan
lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan
konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan
daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan,

pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri

primer . . .
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pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan
pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam,
suaka margasatwa dan taman buru, konservasi
keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa
lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan
pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai dan Rehabilitasi Hutan

Pasal 16

Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Rehabilitasi Hutan berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan

Rehabilitasi Hutan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan

Rehabilitasi Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung

daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan.
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Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan

Rehabilitasi Hutan menyelenggarakan fungsi:

a.
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perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan
daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi
hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian
kerusakan ekosistem perairan darat;

pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan
daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi
hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian
kerusakan ekosistem perairan darat;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan
tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah
dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan
tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah
dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan
tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah
dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan
pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan,
rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan

pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;

g. pelaksanaan . ..
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g. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Keenam

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Pasal 19

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dipimpin oleh

Direktur Jenderal.

Pasal 20

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengelolaan hutan lestari.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan
kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil
hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan
dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran

hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;

b. pelaksanaan . .
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b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan
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kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil
hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan
dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran
hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha
dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi
usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu,
pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan
peredaran hasil hutan; |
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha
dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi
usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu,
pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan
peredaran hasil hutan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan
pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, wusaha dan
pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi
usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu,
pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan
peredaran hasil hutan,; “
pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan
Hutan Lestari; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

Bagian Ketujuh
Direktorat Jenderal Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 22

(1) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 23

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengendalian
pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian
kerusakan lahan, pengendalian kerusakan ekosistem gambut,
pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan
laut;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengendalian
pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian
kerusakan lahan, pengendalian kerusakan ekosistem gambut,
pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan

laut;
C. penyusunan . . .
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penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyelenggaraan pengendalian pencemaran air, pengendalian
pencemaran udara, pengendalian kerusakan lahan,
pengendalian kerusakan ekosistem gambut, pengendalian
pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan pengendalian pencemaran air, pengendalian
pencemaran udara, pengendalian kerusakan lahan,
pengendalian kerusakan ekosistem gambut, pengendalian
pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penyelenggaraan pengendalian pencemaran air, pengendalian
pencemaran udara, pengendalian kerusakan lahan,
pengendalian kerusakan ekosistem gambut, pengendalian
pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan
pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara,
pengendalian kerusakan lahan, pengendalian kerusakan
ekosistem gambut, pengendalian pencemaran dan kerusakan
wilayah pesisir dan laut;

pelaksanaan  tugas  administrasi  Direktorat  Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian . . .
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koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan
hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik
tenurial dalam kawasan hutan, pengembangan usaha
perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan peningkatan peran
serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan

kehutanan;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penyelenggaraan penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan
hutan adat, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik
tenurial dalam kawasan hutan, pengembangan usaha
perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan peningkatan peran
serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan

kehutanan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan
penyiapan areal perhutanan sosial, penetapan hutan adat,
perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial
dalam kawasan hutan, pengembangan usaha perhutanan sosial,
kemitraan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;

pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Perhutanan

Sosial dan Kemitraan Lingkungan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian . . .
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Bagian Kesebelas
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 34

(1) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri.

(2) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 35
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan

hidup dan kehutanan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan,
pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan,
penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam
ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan,
pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan,
penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam
ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi

penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

C. pényusunamn . . .
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